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Abstract

Khusnul Khotimah. 1119023. 2023. Enforcement Of The Law On
Changing The Lineage Of Adopted Children In Family Cards In The Sukorejo
Village Community Pemalang District. Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

This research found law enforcement in changing the lineage of adopted
children and the legal consequences of the Muslim community in Sukorejo
Village regarding adoptions outside the court and change of lineage. Through
juridical-empirical research using interactive model qualitative data analysis
techniques on legal system theory. This research data was obtained through
purposive interviews, observation and documentation. The formulation of the
problem is how to enforce the law on changing the nasab of adopted children on
family cards by the Sukorejo Village community, how to enforce the law on
changing the nasab of adopted children on family cards among the Sukorejo
Village community. Data analysis using interactive model qualitative data
analysis techniques. The results of this research are that: (1) Adoption of children
outside of court and changing children's lineages by the people of Sukorejo
Village often occur and are not a problem in the community. However, the actions
of the perpetrators of adopting children without a court decision and changing the
child's lineage in the family card are customary things that are considered
common among the local community. In this case, law enforcers never provided
socialization regarding legal provisions, especially regarding the understanding or
knowledge of child adoption, so that the act of adopting children eventually
became a culture among the people of Sukorejo Village. (2) The legal
consequences of replacing an adopted child's lineage in a family card that is not in
accordance with the provisions of positive law or Islamic law are unclear lineage,
heirs, mahram, and guardianship.

Keywords: Law Enforcement, Adoption.



ABSTRAK

Khusnul Khotimah. NIM. 1119023. 2023. Penegakan Hukum Penggantian
Nasab Anak Adopsi Dalam Kartu Keluarga Pada Masyarakat Desa Sukorejo
Kabupaten Pemalang. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Hukum positif telah mengatur ketentuan hukum mengenai pengangkatan
anak dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Pengangkatan Anak pasal 9 ayat (2) memiliki keterkaitan dengan Undang-undang
No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan
ayat (2a) yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan
berdasarkan adat kebiasaan setempat harus melalui penetapan pengadilan yang
bertujuan untuk kesejahteraan anak dan tidak memutuskan hubungan darah serta
tidak menghilangkan identitas awal. Namun realitanya ada beberapa masyarakat
di Desa Sukorejo yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan
pengadilan, yang jelas melanggar ketentuan dari hukum positif. Hukum islam
sendiri tidak menerangkan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak, akan tetapi
mengenai penggantian nasab anak angkat. pada surat Al-Ahzab ayat 4-5
menerangkan bahwa melarang menasabkan kepada orang tua angkatnya karena
menimbulkan kemudaratan seperti ketidakjelasan nasab dan perwarisan. Rumusan
masalah bagaimana penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam
Kartu Keluarga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo, bagaimana
penegakan hukum penggantian nasab anak angkat dalam kartu keluarga pada
masyarakat Desa Sukorejo.

Jenis penelitian Yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data
berupa data primer di peroleh dengan teknik dokumentasi dan wawancara kepada
pelaku pasangan pengangkatan anak. Data sekunder berupa bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier dari Undang-undang, jurnal, karya ilmiah, buku yang
diperoleh dengan teknik dokumentasi. Data analisis dengan teknik analisis data
kualitatif model interaktif. Hasil penelitian ini bahwa: (1) Pengangkatan anak di
luar pengadilan dan mengganti nasab anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa
Sukorejo sering terjadi dan tidak menjadi permasalah di masyarakat. Akan tetapi
tindakan para pelaku pengangkatan anak tanpa putusan pengadilan dan mengganti
nasab anak dalam kartu keluarga merupakan hal kebiasaan yang dianggap umum
olen masyarakat setempat. Penegak hukum dalam hal ini tidak pernah
memberikan sosialisasi mengenai ketentuan hukum terutama pada pemahaman
atau pengetahuan pengangkatan anak, sehingga tindakan pengangkatan anak
akhirnya membudaya pada masyarakat Desa Sukorejo. (2) akibat hukum
penggantian nasab anak adopsi dalam kartu keluarga yang tidak sesuai dengan
ketentuan hukum positif maupun hukum islam ialah ketidakjelasan nasab, ahli
waris, mahram, hingga perwalian.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Adopsi.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Adopsi adalah anak yang tidak terkait hubungan biologis antara orangtua
angkatnya, menyebabkan anak angkat berpindah dari lingkungan keluarga
orangtua kandung ke keluarga orangtua angkat yang menimbulkan ikatan anak
angkat dengan orangtua angkat seperti anak biologis.! Telah dijelaskan pada
pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dikemukakan adopsi
merupakan suatu tindakan hukum dimana seorang anak dipindahkan dari
lingkup orangtua kandung, wali yang sah, pengasuhan serta pendidikan ke
lingkup keluarga orangtua angkat”.?

Kenyataannya masih kerap ditemui pada masyarakat Desa Sukorejo
Kabupaten Pemalang yang melakukan adopsi anak yang mana dalam
penasabannya mengikuti orangtua angkat bukan orangtua kandung, selain itu
orangtua angkat menghilangkan asal usul anak angkat serta mewariskan harta
peninggalan orangtua angkat kepada anak angkat sepenuhnya. Menurut hukum
islam dan hukum positif sudah dijelaskan bahwa anak angkat hanya berhak
seperti sandang, pangan dan pendidikan, selain itu orangtua anak angkat hanya
memperoleh peralihan pertanggung jwaban dari segi merawat, mendidik, dan

kasih sayang tanpa memutuskan ikatan antara anak angkat dan orangtua

! Beni ahmad saebani, Dewi Mayaningsih, Ai wati, “Perbandingan hukum perdata” Cet. 1
(Bandung: Pustaka Setia, 2016), 333.

2 Mentri Sosial RI, “Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110/HUK/2009
Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak” (Jakarta : 2009).



kandung serta pengalihan nasab anak angkat kepada orangtua angkatnya yang
mana telah dijelaskan dari segi hukum positif ataupun hukum islam. Dan
dalam hal ini bersifat prinsip dalam lembaga adopsi, karena ketentuan yang
menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan
mengenai warisan. Agama Islam mendorong seorang muslim untuk
memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain.
Akan tetapi tidak dibolehkan untuk memutuskan hubungan dan hak-hak itu
dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas
penyantunan semata-mata sesuai dengan ajuran Allah SWT.2

Adopsi  dikukuhkan ketika dilakukannya melalui putusan karena
merupakan salah satu bentuk kepastian hukum dan perlindungan anak dari
pelanggaran hukum melalui praktik pengangkatan anak bagi anak maupun
orangtua angkatnya. Namun di Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang masih
banyak yang tidak melakukan sesuai dengan ketentuan hukum baik hukum
positif atau hukum islam, diantaranya ada 20 pasangan yang melakukan adopsi
anak, akan tetapi peneliti hanya memaparkan 5 sempel pasangan yang
melakukan adopsi anak.

Pada adopsi anak yang dilakukan pada masyarakat desa sukorejo
Kabupaten Pemalang menunjukan tentang pola prilaku individu sebagai
anggota masyarakat yang memiliki pandangan terhadap nilai-nilai dan prilaku
hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan. Dalam terjemahan surat Al-

Ahzab ayat 4-5 menjelaskan bahwa islam menganjurkan orang muslim untuk

% lin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin, “Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif” (Banten: Journal Studi Gender dan Anak, vol. 8, no. 2, 2021), 47.)
https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/5507
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memelihara anak orang lain yang cacat, terlantar, miskin, anak tanpa orang
tua, dll. Namun, melarang memutus hubungan darah dan hak orangtua
kandung. Pemeliharaan anak juga didasarkan pada penyatuan semata-mata
sesuai ajuran Allah SWT. Apabila orang yang melakukan adopsi anak
memutuskan hubungan sedarah dan mengalihkan nasab anak angkat pada
orangtua angkatnya, maka hal tadi bertentangan dengan ketentuan Pasal 79
UU No 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak, berbunyi: “seseorang
yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (2a).*

Hal ini perlu diperhatikan proses pengangkatan terutama pengalihan
nasab yang tertera dalam Kartu Keluarga yang sering terjadi, hal tersebut
bertentangan pada ketentuan hukum. Pengalihan nasab dalam Kartu kelurga
telah menjadi budaya pada masyarakat yang seharusnya nasab anak adopsi
permanen mengikuti orangtua kandungnya. Di desa Sukorejo Kabupaten
Pemalang bukan hanya pengalihan nasab saja, tetapi memutus ikatan
hubungan antara anak dengan orangtua kandung. Perbuatan tadi seharusnya
dilakukan melalui putusan supaya pengangakatan anak tersebut tak melawan
hukum dan memiliki kepastian hukum. Adapun dalam pasal 1 ayat 9 Undang-
undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud
anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan
keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab

atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam

4 Pasal 39 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (2a), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak, 2014.



lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan
pengadilan.®

Adopsi penggantian nasab anak dalam Kartu Keluarga di Desa Sukorejo
Kabupaten Pemalang peneliti mengambil 5 pelaku pasangan dari 20 pelaku
pasangan yang melakukan adopsi anak, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Para Pelaku Pengangkatan Anak

No Orangtua Kandung Orangtua Angkat Nasab
1. | Ibu K dan Bapak W Ibu Murni dan | Anak Laki-laki
Bapak Rohani dan Anak
Perempuan
2. | Ibu M dan Bapak BI Ibu Ningsrum dan | Anak Laki-laki
Bapak Suharjo
3. | Ibu L dan Bapak Y Ibu Sibeng dan | Anak Laki-laki
Bapak Wardi dan Anak
Perempuan
4. | Ibu N dan Bapak T Ibu Mini dan Bapak | Anak Laki-laki
5. | Ibu A dan Bapak I Ibu Wartun dan | Anak laki-laki
Bapak Subekhi

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anak adopsi telah mengikuti
nasab orangtua angkat. hal itu merupakan salah satu tindakan yang
bertentangan dengan ketentuan hukum. Indonesia mengenai penggantian nasab
dalam Kartu Keluarga telah diuraikan dalam surat Al-ahzab ayat 4-5.° Selain
itu, tidak terputusnya hubungan kekerabatan dengan orangtua kandungnya,
tidak menghilangkan identitas aslinya, serta tidak menghilangkan asal usul

anak yang mana hal tersebut sudah tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

5 Iin Ratna Sumirat, Muhamad Wahyudin, “Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum
Islam Dan Hukum Positif” (Banten: Journal Studi Gender dan Anak, vol. 8, no. 2, 2021), 47.)
https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/5507

® Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam” (Purwokerto: Journal
Dinamika Hukum, 2009), 155.
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undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berbunyi:
hubungan darah antara anak angkat menggunakan orangtua kandung tidak
terputus” serta ‘“‘diharuskan” dicatat dalam akta kelahiran, dan tidak
menghilangkan identitas awal anak™.” Telah dijelaskan pada UU No 54 Tahun
2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang mempunyai regulasi
menggunakan UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dimana pada
penyelenggaraan pengangkatan anak mempunyai proteksi khusus pada anak
dan dilindungi hak-haknya.

Berawal dari fakta permasalahan dan teori yang telah dipaparkan diatas,
terdapat kesenggangan dibeberapa masyarakat pada saat pengangkatan anak
terutama pada penggantian nasab anak adopsi dalam Kartu Keluarga dari
orangtua kandung ke orangtua angkatnya, sehingga perlu dilakukan
pengkajian lebih mendalam. Pada dasar inilah peneliti akan melakukan
penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan Penggantian nasab
pada pengangkatan anak dalam Kartu Keluarga yang dilakukan oleh beberapa
pasangan suami istri pada Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang. Dimana di
pasangan suami istri di Desa tersebut masih banyak yang tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Karena itu, peneliti tertarik buat melakukan penelitian
lebih mendalam mengenai perkara ini di Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang
menggunakan judul “Penegakan Hukum Penggantian Nasab Anak Adopsi
Dalam Kartu Keluarga Pada Masyarakat Desa Sukorejo Kabupaten

Pemalang”.

7 Pasal 39 ayat (1), UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, 2014.



B. Rumusan Masalah
Dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan
masalah yang akan diteliti sebagai berikut :
1. Bagaimana penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam kartu
keluarga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo?
2. Bagaimana akibat dari penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi
dalam kartu keluarga pada masyarakat Desa Sukorejo?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk merealisasikan beberapa tujuan, sebagai
berikut:
1. Menjelaskan penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam kartu
keluarga yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukorejo.
2. Menjelaskan akibat dari penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi
dalam kartu keluarga pada masyarakat Desa Sukorejo.
D. Manfaat Penelitian
Suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bgai
penulis ataupun pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari
penelitian tersebut adalah sebagai beriku:
1. Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan yang lebih baik

bagi pihak lain di bidang akademik ilmu pengetahuan di ranah hukum



terutama pada hukum keluarga. Adanya penelitian ini diharapkan dapat
memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada
umumnya terutama mengenai proses pengangakatan anak pada khususnya.
Dapat digunakan sebagai bahan-bahan referensi dan dapat menambah
literature mengenai proses pengangkatan anak.
2. Secara praktis
Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat Sebagai
pedoman atau masukan bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum
dalam menentukan kebijakan menangani dan menyelesaikan perkara atau
kasus yang melakukan pelanggaran pemutusan hubungan nasab anak adopsi
dengan orang tua kandung, dengan memberikan sosialisasi dan edukasi
kepada masyarakat.
E. Kerangka Teori
Dalam memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini,
peneliti menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis yaitu :
1. Teori Penegakan Hukum
Sebagaimana telah disinggung dalam teori sistem hukum terdapat
didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya
hukum. Lawrence Milton Friedman menekankan dalam penegakan hukum
adalah pada aspek kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana
hukum itu sendiri, substansi hukum dan budaya hukum menyangkut
perilaku. Menurut Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa penegakan hukum

adalah pelaksanaan hukum yang dilakukan secara konkrit dalam kehidupan



masyarakat. Setelah perbuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan
pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi-institusi hukum baik
lembaga pemerintah maupun aparat penegak hukum seperti: Polri,
Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Substansi
hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas
hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan
pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-
undangan. Kultur hukum mencakup pola, tata cara berfikir dan bertindak,
baik karena kebiasaan maupun karena perintah undang-undang, baik dari
perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah
maupun dari perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum
melalui perilakunya, dan lain-lain.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk
menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam
arti materil yang luas, sebagai pedoman pelaku dalam setiap perbuatan
hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh
aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh
peraturan perundang-undangan untuk menjamin berfungsinya norma-norma
hukum yang berlaku dalam kehidupanbermasyrakat dan bernegara.® Dalam

penegakan hukum mengandung tiga unsur, yaitu kepastian hukum,

8 Rahardjo Satjipto, “Ilmu Hukum,” Jurnal: Kajian Hukum Islam, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2012).

® Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam
Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia,” (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2018), 5.
http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/99/34/
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kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan bagaimana
hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. Hukum
harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk
ketertiban masyarakat. Kemanfaatan, karena hukum untuk manusia maka
pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau
kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya
diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Keadilan bahwa dalam
pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum
bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan.
Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat
subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.®
2. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Hukum undang-undang dibuat dalam bentuk peraturan normatif dan
bertujuan untuk bertindak tepat sebagai model prilaku manusia dalam
masyarakat. Jika apabila sesuai dengan ekspetasinya kemungkinan besar
akan terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang tertib dan
terintegritas tinggi.!* Menurut Friendman, hukum adalah seperangkat aturan
atau norma tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan kebenaran dan
kesalahan, tingkah laku, kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Friendman

juga berpendapat bahwa hukum dipandang berdiri sendiri atau terlepas dari

10 Wicipto Setiadi, “Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam
Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia,” (Jakarta: Majalah Hukum Nasional, 2018), 18.
http://mhn.bphn.go.id/index.php/MHN/article/download/99/34/

11 Anwar Anas, “Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman,” (Jakarta:
Owntalk, 2020) https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-
friendman/?amp=1
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istilah  kehidupan sosial dan tingkah laku. Pandangan seperti itu
menganggap bahwa struktur dan aturan hukum berada pada tataran teoritis,
tindakan serta perilaku yang berada pada tataran kehidupan.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum yang
mempengaruhi berhasil tidaknya penegakan hukum terdiri dari 3 unsur,
yaitu sebagai berikut:

a. Substansi Hukum ( Legal Substansi )

Substansi hukum dikatakan menjadi tata cara, aturan, dan tingkah
laku pada sistem itu. Hukum mempunyai ungkapan “Produk™ ialah hasil
keputusan yang baru saja dibuat dan disusun yang ditekankan bahwa
suatu hukum dibuat bila melalui insiden terlebih dahulu. Telah
dijelaskan dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 1 berbunyi
“bila terjadi suatu tindakan pidana yang dapat dihukum, maka tidak ada
aturan yang mengatur”. Sudah banyak terjadi kasus di Indonesia karena
menurunnya sistem sehingga para pelanggar meremehkan aturan hukum
yang berlaku. Substansi hukum juga mencangkup aturan yang hayati
(living law) bukan hanya aturan yang ada dalam buku undang-undang
(law boks).

Masalah ini disebabkan substansi karena di Indonesia masih

banyak yang menerapkan hukum Eropa kontinental. Oleh karena itu,
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undang-undang tersebut mengikuti hukum belanda dan hukum

terdahulu.*?

b. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur hukum yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksanaan
hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan
pembuat hukum. Struktur huku didirikan atas 3 elemen yang mandiri
yaitu:

1) Beteknis sistem, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah- kaidah, dan
asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.

2) Instellingen/organisasi-organisasi, yaitu lembaga-lembaga atau
penjabat-penjabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan
elemen operasional atau pelaksanaan hukum.

3) Beslissingen en handelingen, yaitu putusan-putusan dan tindakan-
tindakan konkret, baik dari penjabat hukum atau masyarakat. Akan
tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan
yang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat
dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

Bedasarkan Teori Lawrence M Friendman bahwa teori sistem
struktur hukum/mediator hukum memilih dapat atau tidaknya aturan
ditegakkan dengan baik. Struktur hukum bedasarkan UU No 8 Tahun

1981 meliputi: kepolisisan, kejaksaan, pengadilan, badan pelaksanaan

12 Anwar Anas, “Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman,” (Jakarta:
Owntalk, 2020) https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-

friendman/?amp=1
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pidana (lapas). Aturan akan berjalan dengan baik jika kita memiliki
lembaga penegak hukum yang kredibel, kompeten, dan independen.
Sebagus apapun suatu undang-undang atau peraturan, jika tidak
didukung oleh penegakan hukum yang baik, maka keadilan hanyalah
angan-angan belaka.'3
c. Budaya Hukum

Budaya hukum juga dimaknai dengan suasana pemikiran sosial
dan kekuatan sosial yang akan memilih bagaimana hukum diterapkan,
dihindari dan disalahgunakan. Teori Friendman mengartikulasikan
bahwa budaya hukum merupakan sikap dan nilai yang secara
positif/negatif mempengaruhi perilaku hukum. Ringkasannya, disebut
dengan budaya hukum yaitu sikap umum anggota masyarakat tentang
dominan dalam masyarakat tentang bagaimana seharusnya hukum
berlaku.

Inti pemikiran Sumner dari konsep budaya merupakan cara
kelompok ketika melakukan sesuatu, cara memecahkan masalah. Semua
kehidupan manusia ditinjau dari segala usia dan taraf budaya yang

dasarnya ditentukan dari beberapa sosial budaya. Hal tersebut adalah

13 Anwar Anas, “Komponen Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman,” (Jakarta:
Owntalk, 2020) https://owntalk.co.id/2020/11/23/komponen-sistem-hukum-menurut-lawrence-m-

friendman/?amp=1
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karya ciptaan yang tidak disadari, tetapi seperti produk yang dibuat oleh
orang-orang secara tidak sadar atau sadar.'*
F. Penelitian Yang Relevan
Penulis dalam hal ini telah membuat tabel mengenai pesamaan dan
perbedaan penelitian yang relevan daengan penelitian yang penulis Kaji,
diantaranya:

1. “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Erha Saufan
Hadana, 2019. Penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis Kaji
memiliki kesamaan yang membahas Adopsi anak. Sedangkan, Penelitian
terdahulu membahas pengangkatan anak dalam perspektif Hukum Islam,
sedangkan penelitian penulis terkait penegakan hukum penggantian nasab
anak adopsi dalam Kartu Keluarga.®®

2. “Perbandingan Hukum Perdata” oleh Beni Ahmad Saebani, Dewi
Mayaningsih, dan Aiwati, 2016. Penelitian terdahulu dengan penelitian
yang dikaji peneliti memiliki kesamaan yang membahas adopsi anak.
Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya membahas perbandingan
hukum perdata yang lebih luas dan tidak hanya membahas mengenai
adopsi, sedangkan dalam penelitian penulis membahas penegakan

hukum penggantian nasab anak adopsi dalam Kartu Keluarga.®

14 Attiyatul Mawaddah, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Implementasi PP No.48 Tahun
2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Desa Tegalmlati Kecamatan Petarukan Kabupaten
Pemalang)” (Semarang: skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 21.

15 Erha Saufan Hadana, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,”
(Aceh: Journal lain langsa LENTERA, 2019).

16 Beni Ahmad Saebani, Dewi Mayaningsih, dan Ai Wati, “Perbandingan hukum
perdata,” (Bandung: CV Pustaka Setia,2016).
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3. “Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan Perspekti Hukum Positif
Dan Hukum Islam” oleh Fenti Juniarti, 2021. Penelitian dahulu dengan
penelitian yang dikaji peneliti memiliki kesamaan yang membahas
adopsi anak. Sedangkan perbedaan Penelitian sebelumnya membahas
kejelasan hukum adopsi anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum
positif dan hukum islam dan sanksi pelaksanaan adopsi anak
bertentangan dengan aturan yang berlaku, sedangkan penelitian penulis
terkait dengan penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam
kartu keluarga.’

4. “Keabsahan Nasab Bedasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Positif
Dan Hukum Islam™ oleh Fikri Iswanto, 2020. Penelitian dahulu dengan
penelitian yang dikaji peneliti memiliki kesamaan yang membahas
adopsi anak. Sedangkan Perbedaan Penelititan sebelumnya membahas
keabsahan nasab bedasarkan hukum positif dan hukum islam, yang
mana dalam mencantuman didalam akta Kelahiran yang masih terdapat
celah untuk disalahgunakan pemakaiannya oleh masyarakat maupun
para oknum pegawai itu sendiri. Dengan memalsukan Akta Kelahiran,
merubah status anak angkat menjadi anak kandung, atau memasukkan
anak luar nikah ke dalam kartu Keluarga orang Lain, sedangkan peneliti

penulis terkait penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi dalam

17 Fenti Juniarti, “Pengangkatan anak tanpa proses pengadilan perspektif hukum
positif dan hukum islam,” (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2021).
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kartu keluarga yang bertentangan dengan prosedur dan ketentuan
Undang-undang yang berlaku.®

“Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan
Anak Yang Dibuat Oleh Notaris” oleh Teddy Prima Anggriawan,
2021. Penelitian dahulu dengan penelitian yang dikaji peneliti memiliki
kesamaan yang membahas adopsi anak. Sedangkan perbedaan
Penelitiam sebelumnya membahas meneliti permasalahan terkait dengan
hukum pengangkatan anak melalui Akta pengakuan pengangkatan anak
yang dibuat oleh Notaris dan memahami akibat hukum pengangkatan
anak bagi pihak yang bertentangan dengan perjanjian, sedangkan
penelitian penulis terkait penegakan hukum penggantian nasab anak

adopsi dalam kartu keluarga.®

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode pendekatan pada penelitian penulis adalah yuridis empiris.

Penelitian hukum yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang

merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan

penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyrakat. Penelitian yuridis

empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan implementasi

18 Fikri Iswanto, “Keabsahan Nasab Bedasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum

Positif dan Hukum Islam,” Skripsi Sarjana Syariah, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah,

2020).

19 Teddy Prima Anggriawan, “Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan

Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris,” Skripsi Sarjana Syariah, (Surabaya: Pranata
Hukum, 2021).
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ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum
tertentu yang terjadi dalam masyarakat.?°
2. Pendekatan
Pada penelitian disini juga mengguanakn pendekatan kualitatif.
Pendekatan kualitatif adalah suatu cara yang digunakan untuk menjawab
masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang
bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalian dokumen.
Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusun penelitian
ini adalah sebagai berikut:
a. Perundang-undangan
Dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
Undang-undang No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangakatan
Anak, Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor:
110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
b. Konseptual
Pengertian anak menurut Bahasa Indonesia secara etimologi
diartikan sebagai orang yang masih belita atau manusia yang belum
dewasa. Pengertian anak banyak di jumpai setiap peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan persoalan anak seperti: UU No 23
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengertian anak bedasarkan
undang-undang adalah “seorang yang belum mencapai usia 18 Tahun,

termasuk yang masih dalam rahim”. Pada pasal 1 ayat (2) UU No 4

20 Abdulkadir Muhammad, “Hukum Dan Penelitian Hukum,” (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004), 134.
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Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak memberikan definisi anak
yakni seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah
kawin.?!

Konsep budaya hukum pengangkatan anak adalah salah satu
tindakan aturan dalam mengalihkan seorang anak dari lingkungan
orangtua kandung, wali yang sah, serta membesarkan anak ke lingkup
keluarga orangtua angkat.

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukorejo Kecamatan Ulujami
Kabupaten Pemalang. Kejadian pengangakatan anak dengan penggantian
nasab anak angkat dalam kartu keluarga marak terjadi dan berkembang di
masyarakat. Hasil temuan bedasarkan data penelitian di lapangan
menunjukan bahwa: 1) Penggantian nasab anak adopsi dalam kartu keluarga
tanpa melalui penetapan pengadilan yang merupakan suatu tindakan yang
sering terjadi di masyarakat; 2) penggantian nasab anak adopsi dalam kartu
keluarga masih rendah sehingga hal tersebut menjadi hal umum karena
kurangnya sosialisasi dari aparat hukum yang terkait mengenai adopsi ; 3)
Mayoritas alasan melakukan penggantian anak angkat dikarenakan sudah
merawat sejak bayi dengan sangat baik dan penuh kasih sayang sehingga
menganggapnya layaknya seperti anak kandung dan belum memiliki
keturunan.

4. Sumber Data Penelitian

21 Rebuplik Indonesia, “Undang-undang Nomor4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak,” (Jakarta: 1979).
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Adapun informasi data yang dipakai dalam kajian penelitian dilakukan
oleh penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan
sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer
Data primer adalah jenis data secara langsung dari sumber utama,
melalui wawancara, dokumentasi dan sebagainya yang dikumpulkan oleh
peneliti. Pada penelitian ini data primernya di dapat melalui wawancara
dari 5 pasangan diantaranya pasangan Ibu M dan Bapak RH, pasangan
Ibu N dan Bapak SH, pasangan Ibu S dan Bapak KS, pasangan Ibu MI
dan Bapak Bl, serta pasangan Ibu W dan Bapak E. selain itu. Selain itu,
dilakukan wawancara dengan aparat hukum yang bersangkutan dengan
pengangkatan anak diantaranya: Kelurahan, Pengadilan, dan Disdukcapil.
b. Sumber Data Sekunder
Data Sekunder merupkan informasi yang telah diolah sebelumnya
yang baru saja peneliti peroleh dari sumber lain sebagai informasi
tambahan. Sumber data sekunder untuk penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum bersifat
kekuasaan (otoritas). Dalam hal ini bahan hukum primer, diantaranya

peraturan perundang-undangan, naskah-naskah resmi, serta konsep-
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konsep dalam pengembangan peraturan hukum.?? Penelitian ini dalam
Pengambilan sumber data, penulis menggunakan Perundang-undangan
sesuai dengan pengangakatan anak, sebagai berikut: Peraturan
Pemerintah No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak, Peraturan Mentri Sosial Republik Indonesia No 110/HUK/2009
Tentang Persyaratan Pngangkatan Anak, UU No 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak, UU No 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia, UU No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan.
2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang mendukung serta memperkuat bahan hukum
primer yang menambahkan penjelasan secara mendalam sehinnga bisa
dilakukan analisis dan pemahaman sehingga tercapainya dasar hukum
mengarah pada analisis hukum yang baik.>®> Maka dari itu sumber
data yang diperoleh peneliti tidak hanya bentuk undang-undang saja,
akan tetapi tambahan sumber dari buku-buku literatur, jurnal, dan
hasil penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti untuk mendapatkan informan dalam penulisan penelitian

dengan mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

22 Muhlis, “Efektivitas Peraturan Persiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan
Pungutan Liar di Kementrian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah,” (Batam: Studi Penelitian
Satuan Tugas Bersih Pungutan Liar, UIB Repository, 2018), 48.

2 Soerjono Suekanto, Sri Mamudi, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,”
(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), 23.
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a. Wawancara
Wawancara ini merupakan pengumpulan informasi secara
sistematis berupa pertanyaan lisan langsung, pertanyaan yang diajukan
pewawancara dan dijawab oleh yang diwawancarai. Teknik penentuan
informan atau siapa yang akan diwawancarai pada penelitian ini akan
menggunakan teknik snowball sampling, ialah model bola salju dengan
jumlah informannya yang akan mengikuti kebutuhan penelitian. Dalam
penelitian ini, dimulai dengan wawancara informan kunci yaitu terhadap
lima pelaku yang melakukan praktik penggantian nasab anak adopsi
dalam kartu keluarga diantaranya: 1bu M dan Bapak RH, pasangan Ibu N
dan Bapak SH, pasangan Ibu S dan Bapak KS, pasangan Ibu MI dan
Bapak BI, serta pasangan Ibu W dan Bapak E. Selain itu, akan dilakukan
wawancara dengan aparat penegak hukum yang bersangkutan mengenai
pengangkatan anak diantaranya Kelurahan, Pengadilan, dan Disdukcapil.

b. Dokumentasi
Salah satu teknik yang dipakai untuk mendapatkan data dan
informasi pada bentuk bahan hukum, arsip, dokumen, tulisan angka,
gambar yang berupa laporan serta keterangan yang bisa mendukung

penelitian.
6. Analisis Data

Sesuai dengan ketentuan pendekatan yang dipakai, maka model
analisis menggunakan sebuah interactive model dari Miles dan Huberman,

kegiatan yang dilakukan seperti halnya: peneliti mengumpulkan data, baik



21

sumber data primer atau sumber data sekunder, yang nantinya akan
dipaparkan dan disajikan. Semua data yang diperolah baik dari lapangan
maupun pustaka pasti memiliki keragaman, sehingga sesuai dengan
kebutuhan, langkah selanjutnya dilakukan reduksi data. Reduksi data ini
bertujuan agar data yang nanti akan dipakai menjadi bahan analisis
merupakan data yang benar-benar releven dengan tema riset yang
dilakukan. Setelah reduksi data selesai, maka langkah berikutnya yaitu
penarikan kesimpulan. Fase ini dilakukan secara bertahap dan tidak
terputus.
H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memberikan arahan dan gambaran tentang
materi yang terdapat dalam penelitian yang dituang dalam skripsi ini, maka
peneliti menyusun penulisan skripsi yang masing-masing bab terdiri dari
berbagai pembahasan, pembahasan ini terdiri dari 5 bab, antara lain:

BAB | Pendahuluan : bab ini berisi pendahuluan yang menerangkan
prihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB Il Kerangka Teori dan Konseptual : bab ini menguraikan
kerangka teoritik dan konseptual yang membahas teori dan konsep yang
digunakan untuk bahan analisis. Menguraikan teori pengertian nasab anak

adopsi, penggantian nasab, serta konsep penggantian nasab anak adopsi di
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indonesia dalam hukum positif maupun hukum islam yang diterangkan pada
bab ini.

BAB 11l Hasil Penelitian : bab ini membahas tentang penggantin nasab
anak adopsi yang dilakukan di Desa Sukorejo, realita, profil, proses masyarakat
Desa Sukorejo yang melakukan penggantian nasab anak adopsi dalam Kartu
Keluarga. pembahasan hasil penelitian ditunjukan untuk menerangkan secara
detail dan rinci terkait hal-hal yang diambil dilapangan, sehingga dapat
menjadi suatu tumpuan untuk melakukan analisis yang sesuai dengan tujuan
penelitian.

BAB IV Pembahasan : bab ini merupakan bab inti, yang
menggambarkan prihal analisis penelitian sesuai menggunakan rumusan
masalah yang sudah ditentukan. Bab ini berisikan analisis tentang masyarakat
Desa Sukorejo yang melakukan penggantian nasab anak adopsi tanpa
berdasarkan hukum pengangkatan anak; penegakan hukum penggantian nasab
anak adopsi dalam Kartu Keluarga pada masyarakat Desa Sukorejo; akibat
hukum penggantian nasab anak adopsi dalam Kartu Keluarga pada masyarakat
Desa Sukorejo.

BAB V Penutup : bab ini adalah bab terakhir yang memaparkan tentang
simpulan dan saran. Simpulan dan saran yang terlah tercantum adalah suatu
rangkaian konsitensi dari sebuah tujuan masalah dan analisis dari bab

sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab terdahulu, maka

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1.

Penegakan hukum penggantian nasab anak adopsi akan digambarkan
melalui analisis indikator penegakan hukum menurut Lawrence M.
Friedman, yaitu Substansi Hukum (peraturan perundnag-undangan),
Sturktur Hukum (badan penegak hukum), dan Budaya Hukum (Budaya
masyarakat). Penggantian nasab anak adopsi dilakukan pada masyarakat
Desa Sukorejo Kabupaten Pemalang yang melakukan adopsi anak tanpa
melalui penetapan pengadilan dan mengalihkan nasab anak angkat dari
orangtua kandungnya merupakan tindakan yang pelanggaran hukum baik
dari Hukum Positif maupun Hukum Islam. Tindakan yang dilakukan oleh
masysrakat Desa Sukorejo Kabupaten pemalang yang tidak sesuai dengan
SOP merupakan hal yang umum padahal kebiasaan tersebut melanggar
aturan ketentuan hukum pengangkatan anak. Dalam hal ini perlu
dilakukannya upaya preventif dengan memberikan edukasi maupun
sosialisasi kepada masyarakat maupun penegak hukum dalam masyarakat
ialah pemerintah desa untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam
prosedur atau mencantumkan data. Selain itu, melakukan tindakan
korektif/mengoreksi data yang telah terbit maupun yang akan terbit agar

kententuan hukum pengangkatan anak sesuai dengan aturan yang berlaku

87
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dan tidak menjadi kebiasaan masyarakat menyepelekan mengenai data
yang dipalsukan. Tindakan masyarakat tersebut kurangnya pengetahuan
tanpa adanya sosialisasi atau edukasi, masih tidak suka menyelesaikan
perkara atau membawa kasus ke hadapan pengadilan, serta kuranya
kesadaran hukum. Sehingga penegak hukum harus memberikan upaya
prenventif, yang artinya melakukan sosialisasi atau edukasi kepada

masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum

kembali.

2. Akibat hukum penggantian nasab anak adopsi yang tidak sesuai dengan
ketentuan hukum yang akan menimbulkan kesalahpahaman, diantaranya:
ketidakjelasan nasab, hak waris, mahram hingga perwalian.

B. Saran

Secara praktis hasil penelitian ini diarahkan untuk menjawab suatu isu-

isu hukum yang dapat memberikan manfaat dalam pelaksanaan hukum

pengangkatan anak. Sedangkan secara spesifik penelitian ini disarankan kepada

pihak yang terkait, antara lain:

1.

Aparat Pemerintah Desa dan instasi yang terkait agar budaya
masyarakatnya dan penegak hukumnya baik maka perlu memberikan
upaya preventif berupa sosialisasi atau edukasi untuk mencegah tindakan
pelanggaran hukum. Selain itu, melakukan tindakan korektif/mengkoreksi
data yang sudah terbaik atau masih dalam proses pembuatan. Sehingga

terciptanya masyarakat yang taat dan patuh terhadap hukum untuk
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menghindarkan tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum kepada
anak angkat, orang tua angkat, dan orang-orang lain yang terlibat.

2. Masyarakat diharapkan agar berhati-hati dalam mengambil keputusan,
terlebih dahulu mengetahui dan memahami mengenai ketentuan hukum
pengangkatan anak dan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur
dengan lengkap dalam peraturan perundang-undangan yang ada di

Indonesia.
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